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ABSTACT
This study aims to examine the effect of the tax collection system, service tax authorities, the effectiveness of the taxation system on taxpayer compliance. Tax is a mandatory activity that has become a common and coercive thing, taxes have certain rules listed in each tax law. The lack of compliance of taxpayers is the background of this research.This research is a quantitative research with an associative approach. The data used in this study is primary data collected through the distribution of questionnaires directly to respondents. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results of the multiple linear regression analysis showed that the tax collection system and the service of the tax authorities during had a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the effectiveness taxation system has a negative impact on taxpayer compliance.
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PENDAHULUAN

Mewujudkan pembangunan nasional merupakah tujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Salah satu asumsi kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari yaitu merasakan kelancaran serta kelengkapan fasilitas sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah. Sedangkan fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan dan alat penerangan umum. Pembiaayaan pelayanan publik dan pelayanan nasional tentunya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penghasilan negara yang salah satunya berasal dari penghasilan pajak.  

Pajak memiliki peran yang sangat besar bagi suatu negara, dengan adanya pajak negara akan mempunyai pemasukan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk membantu memberikan sarana pelayanan berbagai fasilitas mulai daerah hingga ke pemerintah. Dalam peningkatan fasilitas yang dikeluarkan pemerintah tentunya tidak dengan dana yang sedikit, dana yang memiliki nominal sangat besar sehingga membutuhkan penggolongan masing-masing. Pajak memiliki beberapa golongan yang menjadi dasar pengelompokan pengalokasiannya. Pajak daerah berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah. Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009.

Berdasarkan pada Pasal 2 UU PDRD aturan ini menggantikan UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinisi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak provinsi ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Daftar tersebut tercatat Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yakni 22 juta unit (16,14%). 

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Magetan 2019-2020
	No.
	Jenis Kendaraan
	Jumlah Wajib Pajak

	
	
	2019
	2020

	1.
	Mobil Penumpang
	28.738
	33.132

	2.
	Mobil Barang
	11.908
	13.012

	3.
	Sepeda Motor
	328.525
	349.469

	Jumlah
	369.171
	395.613


Sumber : UPT Bapeda Magetan, 2020
Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Magetan mengalami peningkatan.Situasi saat ini banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besardi Kabupaten Magetan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil kontribusi  Pajak Kendaraan Bermotor pada pendapatan asli daerah kabupaten Magetan yang melebihi target, pencatatan APBD pada tahun 2020 sebanyak Rp 56,6 Miliar sedangkan pencatatan APBD pada tahun 2019 sebesar Rp 46,2 Miliar. Hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah, salah satunya guna untuk peningkatan pembangunan daerah. Salah satu pengoptimalan dalam kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor ialah dengan cara melihat kesibukan masyarakat ditinjau dari peran pekerjaan dalam durasi 24 jam agar bisa melaksanakan kewajiban sebagai wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah instansi daerah yang mempunyai pelayanan untuk mencatat dan menangani Pajak Kendaraan Bermotor.

Data Belum Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Magetan 2016-2020

	Tahun
	Belum Bayar

	2016
	5.536.080.250

	2017
	6.140.085.938

	2018
	7.833.914.000

	2019
	6.325.236.600

	2020
	9.848.172.750


Sumber : Samsat Payment Point UPT Magetan, 2021
Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2016 sampai 2020 tiap tahunnya jumlah belum bayar (tunggakan) pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan masih tergolong rendah.
Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan (BPS,2019) sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Magetan adalah petani khususnya pada wilayah perdesaan, dan pada wilayah tertentu adalah sebagai peternak ayam petelur dan peternak sapi. Kondisi tersebut mengakibatkan kendala atau faktor kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, salah satu kendalanya yaitu pekerjaan sebagai petani yaitu bekerja di pagi hingga sore hari, dan juga berbagai pekerjaan seperti Pegawai Negeri Sipil hanya memeliki waktu senggang di luar jam kerja yaitu dimalam hari. Sedangkan beberapa mata pencaharian seperti pedagang sayur di pasar malam hari menjadikan waktu senggangnya yaitu di pagi hingga siang hari. Sesuai hasil data tersebut menjadikan acuan instansi Samsat untuk mengoptimalkan agar wajib pajak tetap bisa dan mudah membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa kendala waktu dengan peran pekerjaan siang ataupun malam hari. 

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat diandalkan oleh pemerintah daerah dan dilakukan dengan menjalankan sistem pemungutan PKB yang dilaksanakan oleh UPT PPD BAPENDA Magetan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).Beberapa faktor yang membuat penerimaan PAD dari sektor PKB menimbulkan piutang pajak yang ada di UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan selalu ada setiap tahunnya dan justru semakin bertambah. Faktor tersebut banyak terdapat dari sisi Wajib Pajak seperti Wajib Pajak yang terus menerus menambah kepemilikan kendaraan bermotornya (Marsela,2020).

Keadaan ini mengakibatkan pihak instansi Samsat harus selalu berinovasi dan memiliki layanan prima agar kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tidak lengah akibat kendala waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem perpajakan juga menjadi acuan keberlangsungan dalam hal kepatuhan. Selain itu efektivitas dengan adanya mode siang dan malam menjadi salah satu perbedaan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya dua kantor, pengoperasian sejak 2014 Samsat melalui mode malam hari akan membantu kemudahan wajib pajak dalam hal kepatuhan. Instansi samsat siang memiliki kesinambungan dengan samsat malam hari yang diberi nama Samsat Payment Point.


Berdasarkan uraian asumsi dan teori latar belakang di atas muncul akan pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Pertama, mengenai kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kedua, pada penelitian ini akan berfokus pada sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus dan efektivitas pelaksanaan pembayaran pajak di siang dan malam hari. Pada penelitian ini juga memiliki peran penting dalam hal sosialisasi akan pentingnya kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat Kabupaten Magetan”.
LANDASAN TEORI
Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015). Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005). Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, yaitu sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus \, dan efektivitas sistem perpajakan pelayanan. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.
1. Pengertian Pajak
Menurut Botodiharjo dalam Mardiyulis (2012), pajak ialah iuran kepada Negara yang terhubung wajib pembayarannya pada aturan-aturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang bisa ditunjuk, dan manfaatnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum yang berhubungan dengan fungsi Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Anderson W.H, memberikan definisi : Tax is a compulsory contribution, levied by the state upon persons property income and privileges for purposes of defraying the expences of government (Anderson WH, 1981). Adapun definisi yang lain pajak adalah iuran rakyat bersifat wajib yang harus dibayarkan oleh subyek pajak sesuai aturan dari negara untuk membiaya pengeluaran Negara yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan. 

2. Pajak Daerah
Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor) atau Kabupaten/ Kota (contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir) yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. 

3. Pajak Kendaraan Bermotor


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Kendaraan bermotor yang digunakan dapat berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Sistem pemungutan pajak diatur dalam dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994, dengan pembahasan dan aturan segala hal yang terkait dengan subjek maupun objek pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menganut Official Assesment System,  dimana fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang (Sari dan Neri, 2015)
5. Pelayan Fiskus
Pelayanan Fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Rahayu, 2010). Pelayanan terhadap Wajib Pajak pada pelayanan fiskus menjadi acuan terhadap kenyamanan dan simpati untuk melakukan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Beberapa hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pelayan fiskus terhadap Wajib Pajak adalah 4 S, senyum, salam, sapa, solusi. Dari keempat hal tersebut menjadikan keberlangsungan antara Wajib Pajak dan pelayan fiskus berjalan dengan lancar, damai dan adil.
6. Efektivitas Sistem Perpajakan
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Menurut Sutari (2013), persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan suatu aktivitas seseorang dalam memberikan suatu kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif maupun negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai. 
7. Kepatuhan Wajib Pajak
Timbulnya kepatuhan sebagai wajib pajak berasal dari naluriah diri seseorang itu sendiri, tanpa adanya paksaan kepatuhan tertanam karena adanya kebutuhan yang mengaharuskan untuk melaksanakan kewajibannya. Sementara Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang tunduk terhadap aturan undang-undang perpajakan. Kondisi dalam upaya pengoptimalan dalam rangka penyelengaraan  perpajakan pada Pajak Kendaraan Bermotor sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak yang tinggi. Tercapainya kepatuhan wajib pajak, tujuan-tujuan dari identifikasi pengalokasian pendapatan pajak daerah timbul akan tercapai target yang tertcatat seperti layanan publik bisa terealisasikan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Upaya ini berasal dari masyarakat sebagai Wajib Pajak dan juga untuk masyarakat tersebut. Selain itu kepatuhan Wajib Pajak juga meringkan tugas bagi aparat perpajakan dan fiskus yang tentunya menghasilkan tujuan yang optimal.

Kerangka Berpikir
Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan, pada penelitian ini akan menggunakan Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat Kabupaten Magetan. Adapun kerangka berpikir diajukan dalam gambar sebagai berikut :






 Gambar Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008: 713), adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan  data dalam bentuk numerik daripada naratif. Jadi penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini membutuhkan sampel yang mana dimaksudkan disini Wajib Pajak yang kemudian diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.
Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu hal yang memberikan penjelasan mengenai objek dalam penelitian yang di dalamnya memberikan penjelasan mengenai karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari orang pribadi dan badan yang memiliki kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang terdaftar di Kantor Samsat Magetan. Pada penelitian Sampel yang dipilih akan menjadi objek penelitian, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling non probability sampling. 
Non probability sampling adalah pengambilan sampel dengan teknik tidak memberikan peluang yang sama menjadi anggota sampel dari unsur (anggota) populasi (Sugiyono,2016). Teknik ini meliputi berbagai macam salah satunya yang saya gunakan yaitu sampling insidental. Sampling insidental adalah sampel yang dipilih berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan (Sugiyono, 2016). Sehingga sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat di kantor Samsat dan secara kebetulan bertemu peneliti di lokasi penelitian. Perhitungan penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Rumus Slovin dengan error balance 10%, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 90 responden.
Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh penelitian melalui sumber data yang langsung memberikan data (Sugiyono, 2016). Data tersebut diperoleh dari wawancara, kuisioner dan dokumentasi yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kabupaten Magetan pada siang dan malam hari.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber data tidak langsung memberikan data (Sugiyono, 2016). Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber yang mendukung.
Definisi Operasioanal 


Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen.
1. Variabel Dependen


Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

2. Variabel Independen


Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel independen antara lain, sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus serta efektivitas sistem perpajakan.
Definisi operasional dan pengukuran setiap variabel :

Pengukuran Indikator
	Variabel
	Indikator

	Sistem Pemungutan Pajak
	1) Kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya..
2) Wewenang untuk
menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
3) Wajib pajak bersifat aktif, mulai darimenghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

	Pelayanan Fiskus Siang dan Malam Hari

	1) Tangible, tersedianya fasilitas di kantor Samsat Magetan yang memadai

2) Reliability, pelayan fiskus di kantor Samsat Magetan memberikan pelayanan yang tepat

3) Responsiveness, pelayan fiskus mendengarkan keluhan Wajib Pajak seputar perpajakan

4) Emphaty, Adanya bantuan yang diberikan oleh pelayan fiskus kepada wajib pajak

5) Assurance, pelayan fiskus memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan sopan dan ramah.

	Efektivitas Sistem Perpajakan Pelayanan Melalui Mode Siang dan Malam Hari

	1) Menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. 

2) Persepsi Wajib Pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak

3) Wajib Pajak Kendaraan Bemotor sendiri dengan datang langsung ke kantor Samsat

4) Wajib Pajak membayar pajak dengan tidak melihat keterbatasan waktu siang kerja ataupun malam kerja

	Kepatuhan Wajib Pajak
	1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Membayar pajak tepat pada waktunya

3) Waji Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya

4) Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran


Instrumen Penelitian


Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan hasil data kuisioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban (Sugiyono, 2016). Adapaun kuisioner pada penelitian ini akan mengukur variabel Sistem Pemungutan Pajak (X1) Pelayanan Fiskus (X2) Efektivitas Sistem Perpajakan Pelayanan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kemudian pertanyaan kuisioner untuk variabel Sistem Pemungutan Pajak (X1) dan Pelayanan (X2) formulasi dari penelitian yang telah dilakukan Sari dan Neri (2015). Pertanyaan kuisioner untuk variabel Efektivitas Sistem Perpajakan Pelayanan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) formulasi dari penelitian yang telah dilakukan Chairun Nisa (2017).

1. 
Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sahih, paling tidak kita dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatandata yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran, Iraningsih (2015). Penelitian ini menerapkan uji validitas yang dilakukan dengan skor total masing-masing variabel.
2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, Nisa (2017). Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap indikator.

Metode Analisi Data
1. Uji Asumsi Klasik
Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesisharus memenuhi asumsi klasik, Nisa (2017). Sebagai prasyarat dilakukan regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien.
i. Uji Normalitas



Analisis pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pengujian Kolmogorof-Smirnov. Uji Kolmogorof Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistic yang beredar. Kelebihan pada uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara wsatu pengamat dengan pengamat yang lain, sehingga yang terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik.
ii. Uji Multikolinieritas



Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2013) Uji multikolinearitas digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang menisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antara variabel-variabel independen.
iii. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamantan pada model regresi linier. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Apabila asumsi  heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid.
2. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

a) Regresi Linier Berganda

Pengujian atas variabel-variabel penelitian menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

b) Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
c) Uji Regresi Secara Parsial (Uji-t)
Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.
HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil penelitian ini diperoleh dari Kantor Samsat layanan siang yaitu Kantor Bersama Samsat dan pada malam hari di Kantor UPT Payment Point. Penelitian menggunakan kuisioner yang dibagikan  kepada sampel yaitu Wajib Pajak yang kenetulan bertemu peneliti di kantor samsat baik pada pelayanan siang maupun pelayanan malam hari. 
Analisis Data


Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yaitu Wajib Pajak yang tercatat pada kantor Samsat wilayah Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi kantor Samsat Payment Point UPT Magetan pada siang dan malam hari serta pada kantor Bersama Samsat Magetan pada siang hari dengan memberikan kuisioner kepada Wajib Pajak yang berada di kantor Samsat dan telah selesai membayarkan pajaknya. Proses pendistribusian diperlancar dengan bantuan intruksi petugas atau pegawai yang berada di lingkungan kantor Samsat, sehingga pelaksanaan pengisian kuisioner di halaman ruang tunggu sehingga tidak menganggu Wajib Pajak yang lain untuk proses pembayaran pajak.

Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan lama menjadi Wajib
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

	No.
	Umur
	Jumlah
	Persentase

	1
	dibawah 20 tahun
	2
	2%

	2
	antara 20-30 tahun
	13
	14%

	3
	antara 31-40 tahun
	36
	40%

	4
	antara 41-50 tahun
	27
	30%

	5
	diatas 50 tahun
	12
	13%

	Jumlah
	90
	100%



Sumber : Data primer yang diolah (2021)
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	No.
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1
	Laki-laki
	58
	64%

	2
	Perempuan
	32
	36%

	Jumlah
	90
	100%


Sumber : Data primer yang diolah (2021)
menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin . laki-laki lebih besar daripada jumlah rseponden berjenis kelamin perempuan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	No.
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah
	Persentase

	1
	SD
	6
	7%

	2
	SMP
	19
	21%

	3
	SMU
	42
	47%

	4
	D3
	14
	16%

	5
	S1
	8
	9%

	6
	S2
	1
	1%

	7
	S3
	0
	0%

	Jumlah
	90
	100%




Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

	No.
	Lama menjadi Wajib Pajak
	Jumlah
	Persentase

	1
	1-5 tahun
	15
	17%

	2
	6-10 tahun
	33
	37%

	3
	11-15 tahun
	25
	28%

	4
	15-20 tahun
	9
	10%

	5
	diatas 20 tahun
	8
	9%

	Jumlah
	90
	100%



Sumber : Data primer yang diolah (2021)
Analisis Deskriptif Variabel

Statistik Deskriptif Variabel

	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Sistem Pemungutan Pajak 
	90
	13
	20
	19.04
	1.642

	Pelayanan Fiskus 
	90
	10
	20
	18.12
	1.655

	Efektivitas Sistem Perpajakan 
	90
	9
	25
	22.77
	2.183

	Kepatuhan Wajib Pajak
	90
	5
	20
	14.53
	1.671

	Valid N (listwise)
	90
	
	
	
	


Sumber : Output SPSS 16 (2021)

Berdasrkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel efektivitas sistem perpajakan yakni 22.77, sedangkan yang terendah adalah variabel kepatuhan wajib pajak yakni 14.53. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada varibel variabel efektivitas sistem perpajakan yakni 2.183, sedangkan yang terendah adalah variabel sistem pemungutan pajak yakni 1.642.
Uji Instrumen
Uji Validitas

	Variabel
	Item
	R Hitung
	R Tabel
	Keterangan

	Sistem Pemungutan Pajak
	spp1
	0,488
	0,207
	Valid

	
	spp2
	0,481
	0,207
	Valid

	
	spp3
	0,405
	0,207
	Valid

	
	spp4
	0,499
	0,207
	Valid

	Pelayanan Fiskus 
	pf1
	0,397
	0,207
	Valid

	
	pf2
	0,515
	0,207
	Valid

	
	pf3
	0,420
	0,207
	Valid

	
	pf4
	0,480
	0,207
	Valid

	Efektifitas Sistem Perpajakan 
	esp1
	0,464
	0,207
	Valid

	
	esp2
	0,457
	0,207
	Valid

	
	esp3
	0,484
	0,207
	Valid

	
	esp4
	0,407
	0,207
	Valid

	
	esp5
	0,293
	0,207
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak
	kwp1
	0,370
	0,207
	Valid

	
	kwp2
	0,458
	0,207
	Valid

	
	kwp3
	0,492
	0,207
	Valid

	
	kwp4
	0,263
	0,207
	Valid


Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing item tersebut dinyatakan valid. Item yang valid dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Hasil Uji Reliabilitas

	No.
	Variabel
	Cronbach’ Alpha
	Keterangan

	1
	Sistem Pemungutan Pajak
	0,649
	Reliabel

	2
	Pelayanan Fiskus 
	0,755
	Reliabel

	3
	Efektifitas Sistem Perpajakan 
	0,663
	Reliabel

	4
	Kepatuhan Wajib Pajak
	0,648
	Reliabel


Sumber : Data primer yang diolah (2021)
Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat Cronbach’ Alpha (a), yang mana satu kuisioner dikatakan reliabel apabila Cronbach’ Alpha (a) ≥ 0,600 (Kuncoro, 2013).

Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	
	Unstandardized Residual

	N
	90

	Normal Parametersa
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	1.10078194

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.136

	
	Positive
	.136

	
	Negative
	-.119

	Kolmogorov-Smirnov Z
	1.294

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.070




Sumber : Output SPSS (2021)
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Kolmogrov-Smirnov 0,070. Dapat disimpulkan data tersebut diatas 5%. Maka data tersebut menunjukkan terdistribusi normal. Karena data terdistribusi normal apabila hasil dari uji Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05.

Hasil Uji Multikolinieritas
	

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Sistem Pemungutan Pajak
	.968
	1.033

	
	Pelayanan Fiskus 
	.890
	1.124

	
	Efektivitas Sistem Perpajakan 
	.893
	1.120

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
	
	
	
	
	


S
Sumber :Output SPSS 16 (2021)


Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Selain itu nilai tolerance pada tabel diatas menunjukkan lebih besar daro 0,10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen. Karena nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

: [image: image1.png]Regression Studentized Residual

Scatterplot

-

2

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
o
o ©
°
°
o o o
@ @
o
o ©
%o
o o o
° ° 5 Do, °
@, %%G% o
0 TR
%, % %o
o
o
B H) g

Regression Standardized Predicted Value





Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar di atas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas bahwa grafik scalterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi  heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus, efektivitas sistem perpajakan.

Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^)

	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.424a
	.179
	.151
	2.583

	a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sistem Pemungutan Pajak

	b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak




Sumber : Output SPSS 16 (2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,151, hal ini berarti bahwa 15,1% yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus serta efektivitas sistem perpajakan dan sisanya sebesar 84,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
Hasil Uji Parsial - Uji t

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	19.065
	3.631
	
	5.250
	.000

	
	Sistem Pemungutan Pajak
	.251
	.116
	.318
	2.161
	.033

	
	Pelayanan Fiskus 
	.603
	.160
	.713
	3.760
	.000

	
	Efektivitas Sistem Perpajakan 
	-.139
	-.073
	-.223
	-1.898
	.161

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
	
	
	



Sumber : Output SPSS 16 (2021)

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel efektivitas sistem perpajakan memiliki t hitung sebesar -1,898 < t tabel 1,988 dengan signifikansi 0.161 lebih besar dari 0,05, maka H3 ditolak. Hal ini berarti sistem perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin efektivitas sistem perpajakan baik siang dan malam hari tidak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
PEMBAHASAN
1. Sistem Pemungutan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pembuktian hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pengaruh sistem pemungutan pajak. Variabel sistem pemungutan pajak pada koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mempunyai arah pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti sistem pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan sistem pemungutan memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sari dan Neri (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang semakin berkembang, dimulai dari sistem pemungutan yang dilakukan secara manual hingga sistem yang dilakukan secara online dengan teknologi yang cepat. Dengan demikian Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya tidak mengantri lama karena sistem yang sudah memakai tekonologi memadai dan selalu berkembang. Teori atribusi dalam hal ini berkaitan dengan hasil penelitian di atas, yang mana teori atribusi menyebutkan bahwa tingkah laku seseorang dalam hal ini Wajib Pajak disebabkan adanya tekanan situasi yaitu sistem pemungutan pajak.

2. Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pembuktian pada hipotesis tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pelayanan fiskus. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus mempunyai arah pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti pelayanan fiskus baik pelayanan siang ataupun malam hari berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan pelayanan fiskus memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nisa (2017) bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal inipun sejalan dengan teori atribusi yang dimana perilaku setiap individu dipengaruhi karena adanya keadaan tertentu, dalam hal ini pelayanan fiskus. Dengan demikian keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak pelayanan tersebut termasuk pelayanan yang berkualitas (Sari dan Neri, 2015). Secara langsung fiskus baik fiskus pelayanan siang atau malam hari harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat kepada Wajib Pajak. Adanya pemilihan estimasi adanya kinerja fiskus siang dan malam hari akan memudahkan kepada Wajib Pajak dalam memilih waktu sesuai dengan senggang waktu yang dimiliki antara siang atau malam hari. Dengan demikian maka pelayanan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

3. Efektivitas Sistem Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh efektivitas sistem perpajakan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel efektivitas sistem perpajakan. Variabel efektivitas sistem perpajakan yang menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan siang dan malam hari mempunyai arah pengaruh negative terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasik tersebut menunjukkan efektivitas sistem perpajakan baik pada pelayanan siang dan malam hari tidak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas yang berkaitan dengan prosedur sistem yang ada belum menghasilkan pengaruh positif karena masih banyaknya Wajib Pajak yang masih kurangnya kesadaran dan masih memenuhi kewajibannya melalui calo. Pengecekan pembayaran pajak kendaraan yang merupakan efektivitas sistem perpajakan siang dan malam hari secara online masih belum banyak diketahui oleh Wajib Pajak. Pada saat saya melakukan penelitian memang sudah adanya sistem pengecekan melalui online. Maka dari hal tersebut, meskipun efektivitas sistem perpajakan terdapat dua mode siang dan malam hari  dan sudah ada melalui sistem online namun tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Terkait dengan teori atribusi yaitu tidak patuhnya seorang Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya tergantung dengan penilaian yang dibuat Wajib Pajak itu sendiri.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus dan efektivitas sistem perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan  hasil analisis menunjukkan bahwa :

1. sistem pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin berkualitas sistem pemungutan pajak maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak.

2. pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin efektivitas sistem perpajakan maka tidak meningkatkan kepatuhan seorang Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, adapun implikasi dan penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saram-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar mendaptkan hasil yang lebih baik lagi, yaitu :
1. Bagi kantor Samsat Kabupaten Magetan, diharapkan selalu berupaya dalam meningkatkan kemajuan pelayanan kantor Bersama Samsat dengan melakukan sosialisasi tata cara pembayaran pajak sangatlah mudah dan tidak memakan durasi yang cukup lama atau sosialiasi dengan adanya pembayaran melalui online. Dan semoga akan hadirnya  pelayanan seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Samsat wilayah lain yaitu dengan inovasi layanan Drive Thru.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal dan obyek penelitiannya tidak hanya pada kantor Samsat Magetan sehingga didapatkan sampel yang lebih baik.
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